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ABSTRAK

Pemerntah  Indonesia telah membenkan kesempatan pada warganyva untok
melakukan usaha di segala bidang desgan membentuk kenasama apar memperoleh
kenntungan kebendaan secara maksimal, misalnva Perseroan Terbatas (PT} lazimnya
pemilthan wsszha i dilakukan secara bersama dengan menyetorkan scjumlah vang
sebagai modal dasar.PT Semen Padang merupakan suatn Badan Usaha Milik Megara
bergerak di bidang imdustni vang memibki maodal dasar dalam bentuk saham yang
dimbiks oleh para pemegang saham. Pemegang saham pada PT Semen Padang terbajm
dua yaitu pemepang saham mayoritas (PT Semen Gresik) dan pemegang saham minoritas
(FESP). Pemegang sabam  minocitas  mewakil  sekurang-kerangmya 10% (sepuluh
persen)sgham,  Pemegang  sabam  mempunyval  wewenang  dalam menstapkan
kebijaksanaan perusghaznnya wvaitu RUPS dilaksanakan dengan sistem pengambilan
keputusan berdasarkan suara terbanyak, Pada prakteknya pemegang saham minoritas
tidak diben perhindungan hukim bahkan tdak dikutserfakan svaranva schagal pemegang
saham dan tidak adanva kekuasaan mereks dalam keputusan dan kebijaksanaan, misainya
KESP tidak duikutsertakan dalam penyelengparaan RUPSLE. Anpgaran Dasar PFT 5P No,
8532 Pasal 4 menctapkan pengaturan mengenal modal, Modal dasar RpS00.000.000, -,
masing-masing bermila Rp 1000 -, Pemegang sabam mayaontas menyetor modal dasar
Rp3d2 000000 dan pemegang saham minontas Rpl 003G -

Pencliban im mencoba melhat bentuk perbndungan hukum terhadap KKSP
sebapal pemegang saham minontas, pelaksanaan perlmdungan hukum terhadap ERESP
serta kendala-kendala yanp  difermun dalam  penpambilan keputusan dan upaya yang
ditempuh.

Penelittan mi bersifat deskntif denpan pendekatan masalah secara yundis
sosiologls.

Hasil penehtian memperhhatkan bahwa pemegang sabam minoritas mempunyal
hak istimewa unink minta diadakan RUPSLE, namun kenvataannya yang meminia
diadakan RUPSLE adalah pemepang saham mayoritas. Pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap pemegang saham minontas befum berjalan sesual denpan Pasal 66-67 ULTRFT
Mol tahun 1995 karena belum merasa  terlindunginya  hak-hak pemegang saham
minoritas karena adanya pencrapan vang rancu, lerjadmya lembaga peradilan vang sama
dan majelis hakim yang sama mengeluarkan keputusan vang berbeda dan pemegang
saham minoritas hanva dijadikan simbol Rapat Umum pemepang Ssham Luar Hiasa
merupakan hak pemegang sasham minomtas. Untuk e perlu adanya perbandingan antara
pemegang saham minontas dengan pemegang saham mayoriias yang tidak terlalu
mencolok  dalam  pengambilan  keputusan dan  pengkajian  lebih  dalam  mengenad
perlindungan hukum terhadap pemepang saham minorntas.



BABI
PENDAHULUAXN

A. Latar Belakang

Indenes:a merupakan negara berkembang vane pada saal i sedang
melaksanakan  pembangunan i segala bidang Pembangunan  vang  dimaksud
bertiiean untuk mencapat masvarakat adil dan makmur schagaimana yang tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pembanpunan  MNasional  vang
direrapkan dewasa m diekankan pada pembangman ckonomi, lebih-lebih saar i
sedang mengalami keterpurnkan, sedanpkan pembangunan i luar bidang ekenomi
diloaksanokan seirama dan serast denzan pembangunan vang dicapai dalam bidang
ekonomu tersebut.

Pembangunan ekonanmi tdak lepas da aspek pembiayvaan, yang merupakan
salah sam taktor yang menentukan bag pelaksanaan pembangunan dan bentuk dar:
usaha vang dilabukan. Schubungan dengan hal terscbut yang menjadi persoalan pada
saat ini adalah pemerspan kesempatan berusaba, dimana  dalam  kenvataannva
sebagman  pendoduk Indonesia berads pada polongan ckonomi vang  memilika
pendapatan perkapiia vang relatit’ rendah. Unluk mengatas: hal demikian, pemerintzh
lndonesia welah memberikan kesempatan pada warganyva unfuk melakukan usaha di
sepala bidany

Namun demekaan, sebagian warps masvarakat tidak mampu melakukan suatu
Lentak usala, karena kekurangan modal Mereka cenderung membentuk kerja sama
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agar memperoleh  keuntungan  kebendaan secara  maksimal, Kena sama  atas
persekuluan tersabul dapat berbentuk antara fam, Maatschap, Firma (Fa), ©V dan
Persevcan Terbatas {PT) Khosus ennek Persercan Terbatas, lawunonya pemiliban
usaha i dilakukan secars bersama dengan menvetorkan sejumlah vang sebagai
modal dasar,

Muodal dasar perseroan mummal Rp 20000000 sebagmmana yang  diatur
dalam pasal 23 avat | Uindang-Undang Mo 1 Tahur 1995, dan modal dasar ini sudah
barus dizetorkan atan ditempatkan sebesar 23% pada saat pendiman (pasal 26 avat |
Undang-Undang Mool Tahun1%93).

T, Semen Padang merupakan pabrik terma di lndonesia vang merupakan
suaty Badan Usaha Milk MNegara bergerzk di bidang mdustes Sebagal suam
Perseroan Terbatas Semen Padang memilik organ-organ yailu @ RUPS, Thareksi, dan
Komesaris. Selamn 1o juga memiliki modal dasar dalam bentuk sabain vasg dirnliks
pleh para pemegang saham. Wuud konknr dan modal perseroan sebagaimana
dikatakan dalam pasal 24 avat (1} Undang-Uindang Perseroan Terbatas, adalah maodal
perseraan terdin atas selureh nila pommal sabam Undang-undang Perseroan
Terbatas udak mengakw sabam-saham vang dikelusrkan 1anpa mla nonnal :

Pemegang szham mempunyal wewenang datam menetapkan kebijaksanaan
perusahaannya. vaitu melalw suatu Rapat Umum Pemegang Sabam {RUPS). Rapat

Ui Pemegang  Saham (RUPS)  dilaksanakan dengan  sistemn penpgambilan

L 45 Rai Widjaya, Hufuse Perusanqan, MEGAPOIN, 2000kl 35
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keputusan berdasarkan suara terbanvak. keadaan i menmbulkan dilema diantara
pemepang saham  yaitw pemegang saham mavoritas  dengan  pemepang  sabam
maborias, Pemegang saham mayorsias akan selalu ungeul dalam pemungutan suara.
sedangkan dalam Undang-Undang Mo | Tahun 1995 sebapai pengganti KUHD
memberikan penpaturan vang berbeda tentang sistem pengambilan keputusan vaitu
Lerdasar suara mutakai,
Pazal 7d 1) ULUIPT:

“Kepumusan RUPS diambil berdasarkan musvawarah untuk mutakat™.

kata  telah menpetalin bahwa  Persercan Terbatas  didicikan  berdasar
.ues'_ianjiall.! felompok pemecgane  saham  mavorias  cenderung “memonopoli”
pelaksanaan jalannya persercan terbatas Menorust sistemn hukum Indonesia Rapat
Umumn Pemegang Saham tetap merupakan kekuasaan vang tertingel dan decisive
terhadap setiap keputusan perusahaan. Hapat Umum Pemegang Saham e sendin
tidak lain dart formalizas dan dekoratif dan asperasi para pemegang saham mayonias.
kRaremanva datam hukom kita tdak begitu terlihat adanva mekanisme legal vanp
secara khusus ditnukan untuk melindungt pemepang saham minaritas

Perlindungan pemepany szham minortas pada prnspnya berstatus sebagal
subjek hukum. artinva jika ada pemegang saham mavomias | direkiur, komizaris atau
siapapun vapg  menurut hukum  bersalah melakukan  tindakap-tindzkan vang

merugitkan pemepgang  saham  mimoritas, atau melangear bukem apapun,  maka

"rid, Rl 182
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pemegang saham minoritas dalam kapasitasnys sebagan subjek hukum mendapat
pertindunzan hukom, misalnya mengajukan gugstan melalu Pengadilan Mepen yang
daerah hukumnya meliputi tempar kedudukan perseroan, ™

Pada prakieknya pemegang saham minontas tidak diben perlindungan hukum
bahkan tidak ditkutsertakan susranya sebagal pemegang saham dan bdak adanya
kekuasaan mereka dalam keputusan dan kebijaksanaan, misalnya dalam koperasi T
Semen Padang, disana terhhat jelas babwa pemegang  saham minortas tdak

ditkutsertakan dalam menentukan kebuyakan perusahaan, misalnva penyelenggaran

RUPSLE,

Mengmeat pemepany saham, bak mdnadoal mavpun secam kolektl yvang
memiliki saham perseroan berjumlah sampay dengan sepersepuluh dari seluruh
jumilah saham vang dikelvarkan oleh perseroan, dibenkan hak untuk -

1. meminta disclengearakannva RUPS

2. atas nama perseroan mengeugat Derekter, dan komisans vang Karena

perbuntan ataug keputusannva 1elah menerbitkan kerugman pada perseroan

fd

meninip diadakannya pemenksaan alas perseroan

4, meneniut dibubarkannva perseroan,

Pada praktek, misalnva Pemepgang saham pada PT. Semen Padang terbag dua
sesuatl dengan ketentuan Undang-Undang Mool Tabun 1995 yaitn pamepang saham
mayoritas dan pemegang saham minonias. Pemegang saham mayonias adalah

pemerintah dan pemecany subam minortas adalah publik

LG Ray Widjania, Mk Ferersas, MegaPoin, 1kt him 203




BAE L
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSEP)
Al Sejarah Berdirinya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSF)

Pada dasarnya koperasi adalah merupskan suptu sistem sebagaimana yang
tersirat dan termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 avat (1) vang berbunvi:

“Bahwa perekonomizn Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluarpaan™
Hal ini dijelaskan lap dalam penjelasannva bahwa susunan perekonomian Indonesi
adalah demokrast ekonomi berdasarkan Pancasila diperjelas lam bahwa bangun
perusahaan vang sesuai dengan ite adalah koperasi. Inilah yang sebenamya menjads
konsep pembangunan chonomi nasional melalui koperasi.

Untuk meletakkan dasar yvang kuat dan demokrast ckonom, maka semua
karvawan Semen Padang beruszha schuat tenaga apar koperasi tumbub dalam
perusahaan. Dengan adanva putusan dan seluruh karyawan PT Semen Padang untuk
mendirikan koperasi puna meningkatkan keseiahternan bidupnya, maka diajukanlab
putusan tersebur kepada direkst PT Semen Padang, temvata pihak dirckst sangat
mendukung bal tersebut Untuk 1na ditegaskanlah beberapa pegawai untuk memajaki
kemungkinan berdininya koperast Sebagar langkah awal diadakanlah mpa untok

membicarakan pembentukan koperasi pada tangeal 21 Mei 1984

)
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BAB IV
PENMLTLIP

A Kesimpulan

Drari hasi penelitian dan pembahasan vang penelitn lakukan, akhimya pencliti

stmprilkan sehaga berikuf -

1

Pemepgang saham mmoritas mempunyar hak o istemewa untuk unta diadakan
RUPSLE. Namun pada kenvatzannva vang mesunta diadakan RUPSLE adalah
pemegang saham mayoritas, walan sebelumnva telal memmla win sebamyak 2
{dua) kali untuk mengadakan RUPSLE kepada Kersa Pengadilan Megeri lapi tidak
diperoleh iz rerscbut, laln melakukan upava hukum vang lebih ingn ke tmpkat
kasast Mahkamah Apmg Dhinana sebelimnva telah ada putusan sela dan
Pengadilan Megen untuk dibekekan hak stemewanya tape vang terjadi pemepang
spham teiap menjalankan RUPSLE tanpa dibadinn oleh penpunss RKEP selakn
wakil dart pemepang saham minoritas, Permegang sabam minortas yang memiliki
| {saiue 1 lembar saham dengan nilao somsal Bpo 1000.- {senbu mapiah) merasa
tidak perlu menghadin RUPSLE karena memiliki suara vang sangat kecil sekal
bita depandingkan dengan sabam vane dimiliki oleh pemegang sabam mayonias,
waiig 33200000 (liga rates bga puloh dua jeiah sabam dengan nilal neminal
Rp 332,000 000000 - (hea ralus tiga puleh dua miliae rupiah). Maka das it

pemepang  saham  minonias merasa jaoh becbeda dengan pomogang  sEnain
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